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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penunjang keperluan manusia untuk melangsungkan kegiatan sehari-
hari memerlukan dana, yang kian hari dana tersebut dipergunakan untuk
dapat menggerakkan roda perekonomian yang dirasakan semakin
meningkat. Meningkatkan perekonomian masyarakat dapat dilakukan
dengan kerjasama para pihak seperti ada salah satu pihak yang memiliki
banyak dana tetapi tidak memiliki ide serta kreatifitas dan terdapat satu
pihak lain yang memiliki banyak kreatifitas, ide serta pemikiran untuk
membuat suatu usaha dengan dana yang kurang memadai untuk
merealisasikan kegiatan tersebut. Peran seorang perantara diperlukan agar
kedua belah pihak dapat mewujudkan keinginan keduanya. Pihak yang
mempunyai banyak dana disebut sebagai pihak kreditor akan memberikan
beberapa dana tersebut kepada pihak yang memiliki ide dan gagasan untuk
mewujudkannya disebut sebagai pihak debitor. Kegiatan ini adalah awal

dari perjanjian utang piutang dimulai. *

Sederhana saja perjanjian utang piutang dapat diberikan kepada siapa
pun asalkan pihak yang memberi dana selaku pihak kreditor mendapatkan
kewajiban atau prestasi dari pihak debitor dan pihak yang bertindak

menerima dana yaitu pihak debitor mendapatkan pinjaman dan berhak untuk
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memberikan suatu benda tak bergerak kepada pihak kreditor sebagai benda
yang dijadikan jaminan antara kedua belah pihak. Masalah yang sering
muncul di dalam perjanjian utang tersebut diakibatkan oleh lalainya pihak
debitor dalam membayar pinjaman atau kadang tidak mengembalikan uang

pinjaman kepada pihak kreditor. 2

Perjanjian secara tertulis dibuat agar pihak kreditor dapat menerima
hak dan kewajibannya serta pihak debitor dapat melakukan sebaliknya dan
dapat digunakan oleh salah satu pihak apabila pihak yang dirugikan ingin
mendapatkan hak dan kewajibannya dari pihak yang merugikan. Kegiatan
utang piutang harus dibuat menjadi suatu bentuk perjanjian dihadapan dan
oleh pihak yang mengerti di bidang hukum yaitu seorang Notaris dan/atau

Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutynya disebut dengan PPAT).

Indonesia adalah negara hukum sesuai yang telah dijelaskan dalam
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 mengatur tentang memberikan jaminan berupa kepastian, ketertiban
dan perlindungan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia. Bentuk
jaminan berupa kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dengan
membuat suatu bukti tertulis yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris
dan/atau PPAT yang bersifat autentik. Notaris bukanlah seorang aparat
penegak hukum tetapi seorang pejabat umum yang mempunyai kewenangan

dalam membuat akta autentik dan memiliki beberapa kewenangan lainnya.®
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Notaris merupakan seorang pejabat umum yang diangkat dan
diberhentikan oleh pemerintah tetapi bukanlah seorang pegawai negeri yang
ditetapkan oleh Undang-Undang maupun peraturan kepegawaian, setiap
Notaris dituntut untuk melakukan peningkatan dalam profesionalitas kerja
dan tetap menjaga kualitas kerjanya sehingga senantiasa memberikan
perlindungan dan kepastian di bidang hukum bagi masyarakat luas terutama

kliennya.”

Notaris diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang
Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Pasal 1 Angka 1 UUJN
menjelaskan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat
akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Pasal
15 ayat 1 UUJN menjelaskan bahwa Notaris berwenang membuat akta
autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang
diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki
oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin
kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse,
salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjangan pembuatan akta itu
tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain

yang ditetapkan oleh undang-undang. Menjalankan tugas pekerjaannya
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sebagai seorang Notaris, Pasal 16 ayat 1 menerangkan bahwa seorang
Notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki kewajiban untuk bertindak
amanabh, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan
pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, membuat akta dan memberikan
pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada
alasan untuk menolaknya. Notaris harus menjaga rahasia terkait semua hal
tentang akta yang telah dibuatnya dan informasi yang ia dapatkan sesuai

dengan sumpah atau janji jabatan kecuali undang-undang mengatur lain.”

Pasal 1 Angka 7 UUJN menyatakan bahwa Akta Notaris adalah akta
autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata

cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 1869 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu akta yang tidak
dapat diperlakukan sebagai akta autentik, baik karena tidak berwenang atau
tidak cakapnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat
dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila

ditandatangani oleh para pihak.°

Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang
Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut dengan PPAT)
menyatakan PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk
membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai

hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Pasal 1 Angka
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4 menyatakan bahwa Akta PPAT adalah akta yang dibuat oleh PPAT
sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai

hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

Notaris dan/atau PPAT dapat membuat akta yang sangat banyak
macamnya, seperti akta perjanjian jual beli, akta pendirian partai, akta
perjanjian kredit, akta pengakuan utang, dan lain-lain. Akta yang dapat
dibuat oleh Notaris dan/atau PPAT salah satunya yaitu Akta Pemberian Hak

Tanggungan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas
Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (selanjutnya
disebut dengan UUHT), lahirnya karena diperjanjikan sebagai jaminan oleh
pihak-pihak sebagai jaminan atas suatu utang.” Pasal 1 Angka 1 UUHT
menyatakan Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada
hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau
tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah
itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang
diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.
Pemberian Hak Tanggungan harus diawali dengan perjanjian utang-piutang

yang menimbulkan pihak debitor diwajibkan untuk melunasi utang tertentu.®
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Pasal 4 UUHT mengatur tentang hak atas tanah yang dapat dibebani
Hak Tanggungan yaitu Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan
(berdasarkan peraturan yang berlaku terkait jangka waktu) dan Hak Pakai

atas Tanah Negara.

Pemberian Hak Tanggungan dapat dilakukan kepada lebih dari satu
pihak kreditor jika pihak kreditor masih percaya dengan kesanggupan pihak
debitor dan objek hak tanggungan masih cukup untuk dijadikan jaminan
kembali sehingga dapat dilaksanakan pengikatan Hak Tanggungan kepada
pihak kreditor selanjutnya, hal ini dapat dilakukan karena UUHT tidak
mengatur mengenai larangan kegiatan tersebut. Terkait penghapusan Hak
Tanggungan dan eksekusi pasti akan sulit dilaksanakan atas objek Hak

Tanggungan tersebut.’

Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut bersumber dari latar
belakang yang telah dijabarkan di atas dengan memberikan judul:
KEDUDUKAN AKTA AUTENTIK YANG DIBUAT OLEH
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) PADA PEMBUATAN

AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN

® Dimas Nur Arif Putra Suwandi, loc.cit



1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana prosedur pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan
oleh PPAT?
2. Apa akibat hukum yang timbul apabila debitor melakukan

wanprestasi dalam perjanjian Hak Tanggungan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui prosedur pembuatan Akta Pemberian Hak
Tanggungan oleh PPAT.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul apabila debitor

melakukan wanprestasi dalam perjanjian Hak Tanggungan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis
a. Bagi Pejabat umum yang berwenang
Khususnya bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut
dengan PPAT), Penulis harap melalui skripsi ini PPAT dapat
memberikan perlindungan dalam bidang hukum yang maksimal
kepada pihak kreditor maupun pihak debitor tanpa menghilangkan

hak maupun kewajiban kedua belah pihak.



b. Bagi Masyarakat
Bagi para pihak baik pihak kreditor dan pihak debitor, melalui
proposal skripsi ini Penulis harap dapat memberikan rasa aman
kepada pihak kreditor maupun pihak debitor untuk melakukan

perjanjian pembebanan Hak Tanggungan.

1.4.2 Manfaat Teoritis

a. Proposal Skripsi ini Penulis harap dapat menjadi dasar untuk
memperbaiki dan meningkatkan Hukum mengenai Hak
Tanggungan yang berlaku di Indonesia agar dapat menumbuhkan
kembali kepercayaan masyarakat terhadap Jaminan dalam Hak
Tanggungan.

b. Proposal Skripsi ini Penulis harap dapat menjadi sebagai landasan
bagi pejabat umum yang berwenang khususnya PPAT untuk
memberikan kepastian hukum kepada pihak kreditor maupun pihak
debitor dengan tujuan untuk mengurangi kelalaian para pihak

dalam menjalankan kewajibannya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut :

BAB | PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan



BAB Il TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi gambaran Kantor Notaris dan/atau PPAT dan proses

pembuatan APHT

BAB Il METODE PENELITIAN

Bab ini berisi jenis penelitian, sumber data, metode pendekatan bahan
penelitian, teknik dan alat pengumpulan data, subjek penelitian, lokasi

penelitian, teknik analisis data, jadwal penelitian dan keaslian penelitian

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini berisi hasil penelitian dari hasil wawancara dan pembahasan
mengenai proses pembuatan APHT oleh PPAT dan akibat hukum yang

timbul bila pihak debitor melakukan wanprestasi

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi beberapa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian



